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ORINEWS.id — Konflik hukum yang melibatkan seorang warga Desa

Geulumpang Sulu, Kecamatan Krueng Geukuh, Aceh Utara, kembali
memicu perhatian publik.

Seorang pria yang akrab disapa Pak Cik diduga menjadi korban
penculikan dan penganiayaan oleh oknum TNI dari Kesatuan Serka
Ay CS.

Insiden yang terjadi sejak 30 Desember 2024 ini telah
menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas hukum dan
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kedamaian di Aceh.

Pihak keluarga mengungkapkan bahwa pelaku, yang mengaku
sebagal anggota kepolisian, menculik Pak Cik sebelum
meninggalkannya di hutan dalam kondisi tak sadarkan diri
dengan luka-luka serius di tubuhnya.

Dugaan lainnya, pelaku sempat meminta tebusan sebesar Rp30
juta kepada keluarga korban.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Lhokseumawe untuk
mendapatkan kepastian hukum.

Ketua KPA Luwa Nanggroe: Jangan Nodai
Kedamaian Aceh

Ketua KPA Luwa Nanggroe, Teuku Emi Syamsyumi, atau yang
dikenal dengan Abu Salam, menyampaikan keprihatinannya atas
kejadian ini.

Dalam pernyataannya, 1a meminta semua pihak, termasuk aparatur
negara, untuk menjaga integritas dan menghormati kedamaian
yang telah menjadi hasil kesepakatan bersama.

“Kedamaian Aceh adalah hasil perjuangan panjang dan tidak
boleh dirusak oleh tindakan yang melanggar hukum. Aparatur
negara, termasuk TNI, harus menjadi contoh dalam menjaga
keadilan dan kepercayaan masyarakat,” ujar Abu Salam dalam
keterangannya pada Selasa (31/12/2024).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komando Daerah Militer
Iskandar Muda (Kodam IM) atas langkah cepat dalam merespons
kasus ini.

Abu Salam berharap, proses hukum dapat dilakukan secara
transparan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan
masyarakat.



Menjaga Kepercayaan Publik

Abu Salam menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak
dapat dibenarkan dalam sistem hukum yang berkeadilan.

“Keadilan harus ditegakkan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini
penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
institusi negara, terutama di Aceh yang telah lama merasakan
manfaat dari perdamaian pasca-MoU Helsinki,” lanjutnya.

Harapan untuk Penegakan Hukum

Abu Salam mengingatkan bahwa pemerintah dan aparat penegak
hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan kasus
ini.

Menurutnya, langkah tegas dan transparan diperlukan agar
insiden serupa tidak terulang.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum
berjalan tanpa pandang bulu. Ini bukan hanya soal korban,
tetapi juga tentang menjaga kredibilitas institusi negara,”
tegasnya.

Konteks Kedamaian Aceh

Kedamaian Aceh pasca-MoU Helsinki dianggap sebagai salah satu
pencapaian besar yang menjadi simbol keberhasilan rekonsiliasi
antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat.

Insiden seperti ini dianggap berpotensi mencederai kepercayaan
publik terhadap komitmen negara dalam menjaga stabilitas.

Publik berharap kasus ini dapat menjadi momentum bagi
institusi negara untuk menegaskan komitmennya dalam menegakkan
hukum, serta menunjukkan bahwa kedamaian Aceh adalah prioritas
utama.

Hingga berita ini diturunkan, keluarga korban masih memilih



jalur hukum untuk mencari keadilan, sementara masyarakat terus
menunggu perkembangan penyelesaian kasus ini.



